Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran
serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi
daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lain yang Dimiliki dan Dikelola
oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Karangasem.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan
kesehatan lainnya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit
Pelaksana Teknis dibawah Dinas Kesehatan Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan dasar.

Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan
menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut UPTD
Labkes, adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertugas memberikan
pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan bagi masyarakat.

Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada penderita untuk observasi, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya pada instalasi
kesehatan tanpa perlu tinggal di ruang rawat inap.

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan
secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

Pelayanan rawat Inap adalah pelayanan kepada penderita untuk observasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau tindakan lainnya yang memerlukan
rawat inap di instalasi kesehatan yang memiliki fasilitas rawat inap.

Tindakan Medik adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan
kualifikasi medik yaitu : dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis.

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medik berupa
pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan ocia atau tanpa
pembiusan.

Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medik
tanpa pembedahan.

Visite Dokter adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi
maupun dokter spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.

Bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah adalah obat-obatan,
bahan kimia, reagensia dan bahan lain serta alat-alat kesehatan pakai habis yang
tersedia di instalasi kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan.

Pemulasaran / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah,
konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan
kesehatan, pemakaman dan atau kepentingan proses peradilan.

Tarif atas Jasa Pelayanan meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka
observasi , diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan
medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

Tarif atas jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Instalasi Kesehatan atas
pemakaian sarana dan fasilitas kesehatan yang digunakan langsung dan tidak
langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan
kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan di Puskesmas
dan atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola Pemerintah
Kabupaten Karangasem.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.



26.

27.

28.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah
Daerah.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan
pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(1)

(@)

3)

(1)

(2)

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas,
puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya
yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali
pelayanan pendaftaran.

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
pelayanan rawat jalan;

pelayanan rawat darurat;

pelayanan rawat inap;

tindakan medik;

pelayanan kebidanan dan kandungan;

pelayanan radio diagnostik;

pelayanan pemeriksaan laboratorium;

pelayanan rehabilitasi medik;

pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah;

pelayanan kendaraan ambulance; dan

pelayanan surat keterangan kesehatan dan visum et repertum.

AT T SQT0 a0 Ty

Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD
dan pihak swasta, termasuk pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi.



BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan
yang dinikmati dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan

masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Paragraf 1
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 8
(1) Bagi setiap pengguna pelayanan rawat jalan pada tempat pelayanan kesehatan yang

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi jasa sarana
dan jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Jasa Sarana Jasa Jumlah
Pelayanan
Rawat Jalan 3.000,- 2.000,- 5.000,-

(2) Bagi penderita rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
pengobatan untuk paling lama 3 (tiga) hari, kecuali bagi penderita penyakit kronis
dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) hari.

(3) Biaya pelayanan rawat jalan sudah termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan
pakai habis sesuai standar pemerintah.



